PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA (PERDA)

Menimbang

Mengingat

NOMOR 8 TAHUN 1998 (8/1997)
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,
tentang Pgak Daerah dan Retribus Daerah, meka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jaygpura Nomor 3 Tahun 1994 tentang
Pajak Penerangan Jalan perlu dirubah dan disesuaikan;

bahwa untuk meaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1

Jayapurg;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penydesaian
Sengketa Pgak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
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11

13.

14.
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16.

Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pgjak dengan
Sura Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Propins Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negera Nomor 2997);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691);

Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagrah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dagrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Dagrah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Dagrah ;

Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 172 Tahun 1977 tentang Kriteria
Wajib Pgak yang Waib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pgak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 6 Tahun
1990 tentang Susunan Organisad dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah | Tingkat 11 Jayapura;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 3 Tahun
1992 tentang Susunan Organissd  dan  Tatakerja Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura.
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Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JAYAPURA

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a

b
C.
d

Daerah addah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Pemerintah Daerah addah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Japapura;

Kepda Dagerah idah Bupati Kepaa Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Dinas Pendgpatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Jayapurg;

Pejabat adalah Pegawai Negerl Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
Ssequa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perusahaan Lidrik Negara yang selanjutnya disngkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara
(Persero);

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Dagerah atas penggunaan
tenaga ligrik;

Badan addah suatu bentuk badan ussha yang mdiputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Frma, Kongd, Koperad, Yayasan atau Organisas
yang sgenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usahalainnya;
Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah yang sdanjutnya disngkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wagib Paak untuk meaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang
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2
©)

terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpgakan daerah;

Surat Setoran Pgak Daerah yang selanjutnya disngkat SSPD, addah Surat yang digunakan oleh
Wajib Pgak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pgak yang terhutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan olen Kepala Dagrah;

Surat Ketetagpan Pgjak Daerah yang selanjutnya disngkat SKPD addah surat keputusan yang
menentukan besarnya pajak yang terhutang;

Surat Ketetgpan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disngkat SKPDKB addah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pgak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pagak, besarnya sanks Administras dan jumlah yang mesih harus
dibayar;

Surat Ketetgpan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sslanjutnya disngkat SKPDKBT
addah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetgpkan;

Surat Ketetgpan Pgjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disngkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pgjak lebih
besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetgpan Pajak Daerah Nihil yang sdanjutnya disingkat SKPDN addah surat keputusan
yang menentukan jumlah pgak yang terhutang sama besarnya kredit pgak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disngkat STPD addah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanks administras berupa bunga dan atau denda

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pgak Penerangan Jaan dipungut pajak atas setigp penggunaan tenaga ligtrik.
Objek Pgak adalah setigp penggunaan tenaga listrik.

Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) addah tenaga listrik yang berasal dari PLN
maupun bukan PLN.
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Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajek addlah:

a
b.

(1)
2

(1)
(2

©)

penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasond dengan asas timbd bdik sebagamana
berlaku untuk pgak negara;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan kapadtas tertentu yang tidak
memerlukan izin dari Instang teknis terkait.

Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah;

Pasal 4

Subyek Pgjak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
Waib Pgak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna
tenaga ligrik.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pgjak adalah Nilai Jual Tenaga Ligtrik.

Nilal jual tenagaligrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

a  Ddam ha tenaga ligtrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jua
Tenaga Ligrik adaah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;

b.  Ddam hal tenaga ligtrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jud
Tenaga Ligtrik dihitung berdasarkan kapaditas tersedia dan penggunaan atau taksiran
penggunaan lidtrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah;

Harga satuan listrik sebagaimana pada ayat (2) huruf b ditetgpkan oleh Kepaa Daerah dengan

berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
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